


PENDAHULUAN 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

menyederhanakan 72 Undang-Undang terkait 

perizinan dalam rangka percepatan investasi, 

hal tersebut membuat beberapa perizinan 

diganti atau dihapuskan, perizinan berusaha 

menjadi salah satu jenis perizinan yang 

disederhanakan menjadi tiga jenis izin dengan 

risiko rendah, risiko menengah, dan risiko 

tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang 

mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada 

pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

biasa disebut Sistem Online Single Submission 

(OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi 

yang dikelola dan diselenggarakan oleh 

Lembaga OSS untuk penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Proses perizinan di Indonesia dianggap 

panjang dan berbelit-belit dengan prosedur 

yang tidak jelas (Nurcahyanto & Marom, 

2022). Dalam Laporan Bank Dunia periode 

2020, kemudahan berusaha atau Ease of Doing 

Business (EODB) Indonesia tetap berada di 

urutan ke-73 dari 190 negara dan keenam di 

Asia Tenggara. Meskipun ada peningkatan 

peringkat dari tahun sebelumnya, posisi 

Indonesia masih stagnan di peringkat 73. Hal 

ini menunjukkan bahwa perbaikan yang 

dilakukan belum cukup signifikan dan masih 

jauh dari target Presiden Joko Widodo, yaitu 

menempatkan peringkat EODB Indonesia di 

bawah 40. Kinerja birokrasi khususnya 

pelayanan publik di Indonesia menjadi salah 

satu faktor utama menurunnya minat berusaha 

di Indonesia, karena itu perlu dilakukan 

perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik 

di Indonesia (BPPKPD, 2019).  

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu 

provinsi yang memiliki potensi besar sebagai 

lokasi investasi bagi para pelaku usaha yang 

juga ikut berinovasi dalam mengembangkan 

iklim penanaman modal. 

Gambar 1 Target dan Realisasi PMA 

PMDN Provinsi Jawa Tengah Pada 2016-

2022 

 
Sumber: Laporan Penyelenggaraan PTSP 

Tahun 2022 DPMPTSP Provinsi Jateng 

Gambar di atas memperlihatkan, pada 

jumlah investasi Provinsi Jawa Tengah selama 

tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang 

konsisten dan berhasil melampaui target yang 

telah ditetapkan. Investasi di provinsi Jawa 

Tengah setiap tahunnya terus berfluktuasi 

nilainya, yang menunjukkan bahwa potensi 



investasi di wilayah ini terus berkembang dan 

menarik investor baru. Untuk semakin 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh 

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), pemerintah 

melalui Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) kini 

mewajibkan pengurusan IUMK dilakukan 

secara online melalui sistem terintegrasi 

(OSS), sesuai dengan Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi 

Usaha Mikro dan Kecil. Namun, Kabupaten 

Semarang memiliki jumlah pengajuan izin 

usaha mikro dan kecil terendah di antara 

wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. 

Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan perizinan 

berusaha di Kabupaten Semarang dengan 

tujuan meningkatkan kegiatan berusaha dan 

memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

prima guna meningkatkan kemudahan 

berusaha. Dalam perjalanannya, ternyata 

program yang seharusnya menjadi solusi 

kemudahan perizinan ini tidak berjalan dengan 

maksimal, bahkan dianggap mempersulit para 

pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan. 

Investasi menjadi terhambat, terutama di 

daerah. Menurut hasil evaluasi setahun 

pelaksanaan OSS yang dilakukan oleh Komisi 

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(KPPOD) terhadap kota/kabupaten yang ada di 

Indonesia implementasi program OSS belum 

efektif karena masih belum maksimalnya 

peran pemerintah daerah dalam memberikan 

pemahaman pada pelaku usaha mengenai 

penggunaan OSS (KPPOD, 2021). 

Kondisi tersebut juga dialami 

Kabupaten Semarang, yang masih menghadapi 

tantangan, yaitu belum semua pelaku usaha 

menggunakan Sistem OSS, terlihat dari 

rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki 

izin. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 

(Diskumperindag) Kabupaten Semarang tahun 

2023, dari total 85.990 Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut, 

hanya 14.307 yang telah terdaftar secara resmi. 

Artinya, hanya sekitar 16,6% dari total 

UMKM yang telah terdaftar resmi atau 

memiliki izin usaha. Di samping itu, masih 

terdapat masyarakat atau pemohon izin usaha 

yang melakukan tatap muka dengan datang ke 

kantor untuk meminta bantuan pendampingan.  

Tabel 1 Jumlah Pendampingan OSS 
DPMPTSP Kabupaten Semarang 2023 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Semarang 

2023 

Pada Tabel 1, jumlah pemohon yang 

meminta pendampingan OSS setiap bulannya 

semakin meningkat. Integrasi seluruh 



pelayanan izin berusaha melalui sistem Online 

Single Submission (OSS) masih membutuhkan 

adaptasi di Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 

pelayanan perizinan di Kabupaten Semarang 

sendiri masih memiliki berbagai kendala, 

sehingga pada akhirnya proses pendaftaran 

masih harus dilakukan secara manual dengan 

mendatangi DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Cipta 

Kerja, proses pelayanan dokumen perizinan 

tidak mengutamakan pertemuan antara petugas 

layanan dan pengguna layanan, melainkan 

berbasis daring. 

Dalam proses implementasi OSS di 

Kabupaten Semarang, beberapa kendala 

lainnya juga muncul, termasuk belum 

terpenuhinya kepemilikan Rencana Detail Tata 

Ruang Digital (RDTR Digital). RDTR 

merupakan rencana secara terperinci tentang 

tata ruang wilayah kabupaten/kota yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi 

kabupaten/kota. Ketiadaan RDTR tentunya 

berdampak pada terbatasnya informasi yang 

didapat oleh pelaku usaha mengenai pemetaan 

lokasi usaha yang akan dijalankannya.  

Permasalahan lain yang mengiringi 

implementasi sistem Online Single Submission 

di DPMPTSP Kabupaten Semarang adalah 

keterbatasan sistem pendukung OSS. Dalam 

kesempatan ini, DPMPTSP Kabupaten 

Semarang belum menyelesaikan sistem 

internal untuk memudahkan verifikasi 

perizinan berusaha, verifikasi perizinan non-

OSS, atau memenuhi persyaratan sektor 

perizinan yang tidak terdaftar, sesuai dengan 

standar pemerintah pusat. Kebijakan Sistem 

Online Single Submission (OSS) yang 

dirancang pemerintah untuk menyederhanakan 

perizinan berusaha masih memerlukan 

peningkatan dan penyempurnaan pada 

beberapa aspek. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas serta temuan permasalahan 

dari berbagai sumber, pertanyaan penelitian 

yang digunakan adalah mengapa masih 

banyak masyarakat yang tidak 

menggunakan fasilitas Sistem Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS 

RBA)? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, 

artinya dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis bagaimana implementasi 

kebijakan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten 

Semarang serta mengidentifikasi faktor 

penghambat dan pendukung implementasi 

kebijakan tersebut. Pendekatan ini dapat 

memberikan gambaran yang jelas terkait 

permasalahan penelitian dan menyajikan 

setiap data secara sistematis sehingga 

memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam. Penentuan subjek pada penelitian 

ini menggunakan sampel purposive sesuai 

tujuan penelitian. Adapun 6 subjek penelitian 

meliputi Sekretaris, Pranata Komputer Ahli 

Pertama, Sub Koordinator Pelayanan 

Perizinan, Pegawai Bidang Pelayanan 

Perizinan, Front Office yang ada di DPMPTSP 



Kabupaten Semarang dan masyarakat pelaku 

usaha. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan studi pustaka. 

Analisis hasil penelitian dan interpretasi data 

dilakukan dalam empat tahapan yaitu reduksi 

data, penyajian data, analisis data 

menggunakan aplikasi atlas ti, dan penarikan 

kesimpulan. Uji kualitas data menggunakan 

teknik triangulasi sumber. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi Sistem OSS RBA 

dalam pelayanan perizinan berusaha di 

DPMPTSP Kabupaten Semarang serta 

mengidentifikasi faktor penghambat dan 

pendukung implementasi kebijakan tersebut. 

Analisis Implementasi Sistem OSS RBA 

dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang  

Pelaksanaan kebijakan perizinan 

berusaha melalui Sistem OSS RBA di 

Kabupaten Semarang, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2), ditinjau dari lima 

aspek yang berpedoman pada Pasal 22, Pasal 

31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Perda 

Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2022, yaitu 

manajemen penyelenggaraan, sarana dan 

prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata 

hubungan kerja, dan pengembangan sistem 

pendukung pelaksanaan Sistem OSS.  

A. Manajemen Penyelenggaraan 

1. Pelaksanaan dan Mekanisme 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Pelaksanaan dan mekanisme 

pelayanan perizinan berusaha di 

Kabupaten Semarang dilaksanakan 

dengan menggunakan Sistem OSS, 

serta didukung oleh adanya web 

SIMASPULKAM (Sistem Informasi 

Pelayanan Publik Kabupaten 

Semarang). Sistem aplikasi ini 

memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai jenis layanan di 

Mal Pelayanan Publik Daerah, yang 

mencakup syarat, prosedur, jangka 

waktu, biaya, dan produk layanan. 

Akan tetapi, masih ada sebagian 

masyarakat yang belum familiar 

dengan Sistem OSS dalam pelaksanaan 

dan mekanisme pelayanan perizinan 

berusaha. Mereka mengalami kesulitan 

mengakses fitur-fitur yang ada di 

dalamnya, sehingga memerlukan 

pendampingan dari petugas di 

DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat 

DPMPTSP Kabupaten 

Semarang telah melaksanakan 

pengelolaan pengaduan dengan 

menjamin respons terhadap pengaduan 

dalam waktu 2x24 jam dan 

mengkoordinasikan solusi dengan 

dinas teknis terkait. Untuk 

memudahkan masyarakat dalam 

menyampaikan keluhan, DPMPTSP 



Kabupaten Semarang menyediakan 

berbagai saluran pengaduan, baik 

secara langsung melalui meja layanan 

dan kotak aduan maupun melalui 

media elektronik, seperti LaporGub, 

dan SP4N Lapor. Selain itu, inovasi 

layanan pengaduan melalui Google 

Form "Pahami Boss," yang 

dipublikasikan melalui banner cetak 

dan platform online seperti Instagram, 

juga diterapkan. Diversifikasi saluran 

pengaduan ini menunjukkan komitmen 

DPMPTSP dalam menjangkau 

masyarakat secara luas dan 

memberikan kemudahan akses untuk 

menyampaikan keluhan. 

3. Pengelolaan Informasi 

Pengelolaan informasi telah 

dilakukan melalui media cetak dan 

elektronik. Pengelolaan informasi 

melalui perangkat elektronik dilakukan 

melalui web resmi. Selain itu, 

DPMPTSP Kabupaten Semarang juga 

memanfaatkan media cetak seperti 

leaflet, banner, dan videotron yang 

dipasang di MPP Kabupaten Semarang 

sebagai sarana publikasi untuk 

memudahkan akses informasi 

masyarakat. Informasi juga dapat 

diakses dengan bertanya secara 

langsung di meja layanan. Selain itu, 

terdapat sosialisasi di tingkat kelurahan 

dan kecamatan oleh petugas 

DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

Pendekatan ini bertujuan agar 

masyarakat tidak perlu datang jauh-

jauh ke MPP Kabupaten Semarang. 

Gambar 2 Fasilitas Layanan Informasi di 
MPP Kabupaten Semarang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024 

4. Penyuluhan kepada Masyarakat 

Penyuluhan kepada masyarakat 

dilaksanakan melalui bimbingan teknis 

(bimtek) yang didukung oleh 

pendanaan yang memadai. Program ini 

dirancang untuk menjangkau berbagai 

sektor penting di masyarakat, dengan 

penyelenggaraan yang fleksibel dan 

narasumber yang kompeten. 

DPMPTSP Kabupaten Semarang 

merencanakan enam kali penyuluhan 

atau bimbingan teknis pada tahun 2024 

di berbagai sektor, dan tiga di 

antaranya telah terlaksana, yaitu di 

sektor UMKM, real estate, dan 

industri. 

5. Pelayanan konsultasi 

Pelayanan konsultasi dilakukan 

melalui meja layanan maupun media 

daring. Beberapa pemohon lebih 

menyukai konsultasi perizinan melalui 

daring atau telepon karena beberapa 

alasan, maka DPMPTSP Kabupaten 

Semarang menginisiasi inovasi dalam 



pelayanan konsultasi melalui sistem 

jemput bola. Layanan jemput bola ini 

dilaksanakan dengan mengadakan 

pertemuan di 19 kecamatan setiap 

minggu kedua, serta di berbagai 

komunitas disabilitas, untuk 

mempermudah pengurusan perizinan. 

6. Pendampingan Hukum 

DPMPTSP Kabupaten 

Semarang tidak memiliki kewenangan 

untuk memberikan pendampingan 

hukum langsung kepada pelaku usaha 

yang menghadapi masalah hukum. 

Tugas pendampingan hukum kepada 

pelaku usaha yang terjerat masalah 

hukum bukanlah bagian dari tanggung 

jawab DPMPTSP. Dalam kasus 

permasalahan hukum yang melibatkan 

pelaku usaha, DPMPTSP hanya akan 

memberikan informasi yang 

diperlukan, seperti status perizinan, 

tanpa terlibat dalam proses hukum 

lebih lanjut. Hal ini memastikan bahwa 

DPMPTSP menjalankan peran dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, tanpa terlibat 

dalam permasalahan hukum yang 

timbul akibat pelanggaran oleh pelaku 

usaha. 

B. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di Mal Pelayanan 

Publik (MPP) Kabupaten Semarang telah 

memenuhi standar yang diatur dalam Perda 

Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2022. 

Fasilitas yang ada, termasuk sarana 

elektronik, gedung, perangkat komputer, 

koneksi internet, pusat data, alat 

komunikasi, dan sistem keamanan 

teknologi informasi, telah didanai oleh 

pemerintah daerah dan dianggap memadai 

oleh masyarakat.  

Gambar 3 Fasilitas Kantor Depan, Kantor 
Belakang, Ruang dan Alat Pendukung di 

MPP Kabupaten Semarang 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024 

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya 

seperti ruang tunggu, ruang laktasi, ruang 

untuk penyandang disabilitas dan lansia, 

perpustakaan, ruang arsip, masjid atau 

tempat ibadah, area parkir, dan toilet juga 

telah disediakan. Meskipun demikian, 

masih terdapat tantangan berupa 

keterbatasan ruang yang menghambat 

kemampuan DPMPTSP dalam mengcover 

semua layanan yang ada di kabupaten. 

Namun, secara keseluruhan, masyarakat 

menganggap fasilitas yang ada sudah 

cukup baik dan memadai. 

C. Sumber Daya Manusia Aparatur 

Sumber daya manusia aparatur di 

DPMPTSP Kabupaten Semarang telah 

dibekali dengan pelatihan yang memadai 

untuk mendukung pelaksanaan sistem 



OSS. Selain itu, hampir 100% sumber daya 

manusia di DPMPTSP Kabupaten 

Semarang telah bersertifikasi sesuai 

dengan kompetensinya masing-masing. 

Fokus daerah lebih kepada penggunaan 

atau administrasi, bukan pengembangan, 

sehingga keahlian IT khusus atau tim IT 

tidak terlalu diperlukan.  

Namun, kenyataannya di lapangan 

menunjukkan bahwa penguasaan sistem 

atau keahlian IT khusus sangat diperlukan. 

Petugas pendampingan dalam penguasaan 

sistem belum sepenuhnya memiliki 

kompetensi yang memadai. Selain itu, 

perubahan struktur organisasi 

menimbulkan tantangan penyesuaian bagi 

pegawai. 

D. Tata Hubungan Kerja 

1. Fasilitasi dan Pendampingan 

Penyelesaian Permasalahan 

Perizinan Berusaha 

DPMPTSP Kabupaten 

Semarang berupaya memfasilitasi dan 

mendampingi pelaku usaha dalam 

menyelesaikan masalah perizinan 

melalui sistem OSS, upaya tersebut 

belum sepenuhnya efektif. Dalam 

beberapa kasus, terdapat kendala yang 

memaksa pelaku usaha untuk 

mengurus izin sendiri hingga ke 

kementerian pusat karena bantuan dari 

DPMPTSP Kabupaten dianggap tidak 

memadai.  

Di samping itu, terdapat 

masalah dalam koordinasi antara dinas 

teknis dengan DPMPTSP Kabupaten 

Semarang, dimana peraturan yang 

berbeda antar lembaga menciptakan 

kesenjangan dalam pemahaman dan 

pelaksanaan perizinan usaha. Hal ini 

terlihat dalam beberapa kasus, seperti 

pengajuan izin bangunan, di mana 

seringkali dokumen yang diunggah 

oleh pemohon tidak sesuai dengan 

persyaratan administratif yang berlaku, 

memperlambat proses perizinan dan 

mengakibatkan pengembalian berkas 

untuk revisi. 

2. Verifikasi Perizinan Berusaha 

Proses verifikasi perizinan 

berusaha di DPMPTSP Kabupaten 

Semarang seringkali mengalami 

kendala pada dinas teknis. Hal ini 

disebabkan oleh banyaknya dinas 

teknis yang tidak memiliki SOP yang 

jelas, yang menyebabkan pemohon 

kesulitan mengetahui status perizinan 

mereka. Selain itu, pelacakan verifikasi 

perizinan berusaha oleh dinas teknis 

masih dilakukan secara manual dan 

tidak tertracking dalam Sistem OSS. 

Hal ini menyebabkan pemohon harus 

melakukan follow-up manual untuk 

mengetahui status perizinan mereka, 

yang memperlambat proses perizinan 

sehingga menjadi tidak tepat waktu. 

Disamping itu, beberapa izin, seperti 



izin reklame dan izin praktik medis, 

serta 51 SOP Non-KBLI, belum 

terdaftar dalam sistem OSS dan masih 

diproses secara manual tanpa integrasi 

yang memadai. 

3. Monitoring dan Evaluasi dalam 

Rangka Pengawasan Perizinan 

Berusaha 

Monitoring dan evaluasi dalam 

pengawasan perizinan berusaha di 

DPMPTSP Kabupaten Semarang 

merupakan tugas penting yang 

melibatkan berbagai aspek. Tim 

pengawasan bertugas melakukan 

pemantauan rutin untuk memastikan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap izin 

yang dimiliki. Pengawasan ini 

dilakukan di berbagai sektor, termasuk 

peternakan, industri, dan agrowisata. 

Ketika ditemukan ketidaksesuaian, tim 

memberikan teguran atau membantu 

pelaku usaha menyelesaikan masalah 

sesuai dengan dokumen izin yang ada.  

Selain itu, hasil pengawasan 

lapangan diunggah langsung ke sistem 

OSS, memungkinkan koordinasi yang 

lebih efisien dan transparan antara 

berbagai lembaga terkait. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengawasan yang 

efektif tidak hanya memastikan 

kepatuhan, tetapi juga mendukung 

keberlanjutan dan ketertiban usaha di 

Kabupaten Semarang. 

E. Pengembangan Sistem Pendukung 

Pelaksanaan Sistem OSS 

DPMPTSP Kabupaten Semarang 

belum mengadakan sistem pendukung 

untuk perizinan non-OSS, yang 

menunjukkan bahwa DPMPTSP 

Kabupaten Semarang masih 

mengandalkan proses manual atau 

konvensional dalam penerbitan izin yang 

tidak tercakup dalam Sistem OSS. Hal ini 

mencerminkan adanya kesenjangan dalam 

implementasi teknologi, di mana sistem 

OSS belum sepenuhnya menggantikan 

proses manual.   

Analisis Faktor Penghambat dan 

Pendukung Implementasi Sistem OSS RBA 

dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang 

Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi Sistem OSS 

RBA dalam pelayanan perizinan berusaha di 

DPMPTSP Kabupaten Semarang 

menggunakan teori implementasi Van Meter 

dan Van Horn. 

A. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Pelaksana kebijakan memahami 

regulasi kebijakan yang mengatur 

implementasi Sistem OSS. Pelaksana telah 

mengadopsi Sistem OSS sesuai dengan 

ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan 

PP No. 6 Tahun 2021. Selain itu, 

implementor juga mengambil langkah 



untuk membuat kebijakan daerah, yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. 

DPMPTSP Kabupaten Semarang juga 

memiliki Standar Operasional Prosedur 

(SOP) administrasi pemerintahan. 

Tujuan realisasi investasi 

menunjukkan pencapaian kinerja yang 

melebihi target, tetapi tingkat perizinan 

usaha bagi UMKM masih rendah, dengan 

hanya sekitar 16,6% dari total UMKM 

yang terdaftar secara resmi. Selain itu, 

masih banyak masyarakat yang belum 

melakukan migrasi dari OSS 1.1 ke OSS 

berbasis risiko (OSS RBA) karena proses 

migrasi dianggap lebih rumit dibandingkan 

dengan proses pembuatan perizinan baru. 

Hambatan lainnya adalah kesenjangan 

antara regulasi pusat dan kondisi di daerah, 

seperti dalam kasus penjahit rumahan, 

ternak, dan usaha karaoke, mengakibatkan 

ketidaksesuaian dalam penilaian risiko dan 

persyaratan lingkungan. Selain itu, 

kekurangan infrastruktur digital, seperti 

RDTR digital, memperlambat proses 

perizinan KKPR, yang seharusnya lebih 

efisien.  

Faktor-faktor ini menghambat 

implementasi kebijakan perizinan 

berusaha di Kabupaten Semarang, karena 

tujuan Perda untuk mempermudah proses 

berusaha belum sepenuhnya tercapai. 

B. Sumber Daya 

Ketersediaan sumber daya manusia 

dalam proses implementasi Sistem OSS 

sudah cukup. DPMPTSP Kabupaten 

Semarang memiliki dua bidang dan dua 

koordinator, yakni penanaman modal dan 

layanan terpadu satu pintu dengan total 43 

pegawai. Namun petugas pendampingan 

dalam penguasaan sistem belum 

sepenuhnya memiliki kompetensi yang 

memadai sehingga pendampingan 

terhambat. 

Selain itu Anggaran belum cukup 

berkontribusi secara signifikan terhadap 

efektivitas pelayanan publik. Ada 

penyesuaian yang harus dilakukan 

terhadap kondisi anggaran yang ada.   

C. Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Struktur birokrasi di DPMPTSP sudah 

sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

DPMPTSP memimpin Mal Pelayanan 

Publik (MPP) dan bertanggung jawab atas 

berbagai layanan, termasuk front office, 

layanan jemput bola, dan layanan prioritas 

untuk kelompok rentan. Saluran aduan 

seperti LaporGub dan SP4N Lapor 

menunjukkan komitmen dalam menangani 

keluhan masyarakat, dengan penanganan 

masalah perizinan dilakukan melalui 

diskusi internal antara penata perizinan, 

koordinator, dan kepala dinas. 

D. Sikap Para Pelaksana 

Sikap pelaksana kebijakan di 

DPMPTSP menunjukkan komitmen tinggi 

dengan mengikuti SOP dan standar ISO 



yang ketat, serta menekankan pentingnya 

prinsip 5S yaitu senyum, salam, sapa, 

sopan, dan santun kepada masyarakat serta 

penggunaan bahasa yang mudah dipahami. 

Sikap positif dan tanggap dari para 

pelaksana ini berkontribusi signifikan 

terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan. Untuk menjaga kualitas 

pelayanan, sikap dan komitmen para 

pelaksana harus terus dipertahankan. 

E. Komunikasi Antar Organisasi 

Komunikasi antar organisasi dalam 

penerapan Sistem OSS di DPMPTSP 

Kabupaten Semarang sudah dilakukan. 

DPMPTSP secara rutin mengundang dinas 

teknis untuk mengikuti sosialisasi 

mengenai Sistem OSS. Namun, pada 

kenyataannya tidak semua dinas teknis 

memahami Sistem OSS dan perlu adanya 

pemahaman dari masing-masing perangkat 

daerah agar dapat menyesuaikan dengan 

Sistem OSS. 

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan 

Politik 

1. Aspek sosial 

Masyarakat merespons positif terhadap 

adanya Sistem OSS. Adaptasi 

masyarakat berlangsung secara 

bertahap, dengan peningkatan 

pemahaman dan respons yang semakin 

baik dari hari ke hari. 

2. Aspek ekonomi 

Ketersediaan anggaran daerah, yang 

menunjukkan bahwa anggaran sudah 

mencukupi. DPMPTSP Kabupaten 

Semarang dapat menyesuaikan 

anggaran yang ada untuk memastikan 

pelayanan masyarakat tetap berjalan 

optimal. 

3. Aspek Politik 

Adanya bantuan pemerintah berupa 

dana usaha bagi pelaku usaha yang 

memenuhi syarat, salah satunya adalah 

mendaftar NIB melalui OSS. Hal ini 

diperkuat oleh kebijakan perbankan 

yang hanya memberikan bantuan 

kepada pelaku usaha yang memiliki 

NIB. 

KESIMPULAN 

Implementasi Sistem Online Single 

Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan 

berusaha di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Semarang, yang dianalisis 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 8 Tahun 2022, mencakup: 

manajemen penyelenggaraan, sarana dan 

prasarana, sumber daya manusia aparatur, tata 

hubungan kerja, serta pengembangan sistem 

pendukung pelaksanaan Sistem OSS. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah: 

1. DPMPTSP Kabupaten Semarang telah 

menerapkan Sistem OSS dalam 

melaksanakan pelayanan perizinan 

berusaha. Namun, beberapa masyarakat 

masih mengalami kesulitan dengan fitur-

fitur dalam Sistem OSS dan belum familiar 



dengan penggunaannya, sehingga 

memerlukan pendampingan dari petugas 

DPMPTSP Kabupaten Semarang. 

2. Pengelolaan informasi, pelayanan 

konsultasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat telah menunjukkan upaya yang 

baik melalui berbagai saluran komunikasi, 

baik secara langsung maupun elektronik, 

termasuk media cetak, sosialisasi aktif di 

tingkat kelurahan dan kecamatan, 

bimbingan teknis, serta program jemput 

bola bagi penyandang disabilitas dan 

kelompok rentan. 

3. Sarana dan prasarana sudah memadai 

sesuai dengan standar Perda Kabupaten 

Semarang Nomor 8 Tahun 2022, dengan 

fasilitas utama dan pendukung, seperti 

gedung, dalam kondisi sangat baik.  

4. Sumber daya manusia aparatur telah 

menerima pelatihan untuk mendukung 

pelaksanaan sistem OSS, namun 

kompetensi dalam menguasai sistem masih 

belum optimal, sehingga proses 

pendampingan masyarakat terhambat. 

Akibatnya, banyak pelaku usaha harus 

mengurus izin sendiri ke pusat karena 

bantuan dari DPMPTSP Kabupaten 

Semarang belum memadai. Selain itu, 

perubahan struktur organisasi 

menimbulkan tantangan penyesuaian bagi 

pegawai. 

5. Masalah koordinasi antara dinas teknis dan 

DPMPTSP Kabupaten Semarang 

disebabkan oleh perbedaan regulasi antar 

lembaga, yang menciptakan kesenjangan 

dalam pemahaman dan pelaksanaan 

perizinan usaha. Akibatnya, proses 

perizinan menjadi lambat karena dokumen 

sering kali tidak memenuhi persyaratan 

administratif. 

6. Banyak dinas teknis yang belum memiliki 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

jelas, menyebabkan pemohon kesulitan 

dalam mengetahui status perizinan mereka. 

Verifikasi perizinan oleh dinas teknis 

masih dilakukan secara manual dan belum 

ter-tracking dalam Sistem OSS. Selain itu, 

beberapa izin, seperti izin reklame dan izin 

praktik medis, serta 51 SOP Non-KBLI, 

belum terdaftar dalam sistem OSS dan 

masih diproses secara manual tanpa 

integrasi yang memadai.  

Selain itu, identifikasi faktor penghambat 

dan pendukung implementasi sistem Online 

Single Submission (OSS) dalam pelayanan 

perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang, yaitu: 

1) Faktor penghambat 

a. Standar dan sasaran kebijakan 

Tujuan realisasi investasi 

menunjukkan pencapaian kinerja yang 

melebihi target, tetapi tingkat perizinan 

usaha bagi UMKM masih rendah, 

dengan hanya sekitar 16,6% dari total 

UMKM yang terdaftar secara resmi. 

Proses migrasi ke sistem OSS RBA 

juga menghadapi berbagai kendala 



kompleks. Kesenjangan antara regulasi 

pusat dan daerah, seperti dalam kasus 

penjahit rumahan, ternak, dan usaha 

karaoke, mengakibatkan 

ketidaksesuaian dalam penilaian risiko 

dan persyaratan lingkungan. Selain itu, 

kekurangan infrastruktur digital, 

seperti RDTR digital, memperlambat 

proses perizinan KKPR, yang 

seharusnya lebih efisien. Faktor-faktor 

ini menghambat implementasi 

kebijakan perizinan berusaha di 

Kabupaten Semarang, karena tujuan 

Perda untuk mempermudah proses 

berusaha belum sepenuhnya tercapai. 

b. Sumber daya 

Sumber daya manusia mengenai 

kompetensi dalam menguasai sistem 

masih belum optimal, sehingga proses 

pendampingan masyarakat terhambat. 

Selain itu, anggaran belum cukup 

berkontribusi secara signifikan 

terhadap efektivitas pelayanan publik. 

Perlu ada penyesuaian terhadap kondisi 

anggaran yang ada.  

c. Komunikasi antar organisasi 

DPMPTSP telah proaktif dalam 

mengundang dinas teknis untuk 

sosialisasi mengenai Sistem OSS, 

namun kendala tetap ada karena 

banyak dinas teknis yang belum 

sepenuhnya memahami sistem 

tersebut. 

2) Faktor pendukung 

a. Karakteristik organisasi pelaksana 

Struktur organisasi DPMPTSP sudah 

sesuai dengan regulasi, meskipun 

perubahan struktur memerlukan 

penyesuaian lebih lanjut. DPMPTSP 

bertanggung jawab atas berbagai 

layanan, termasuk layanan front office, 

jemput bola, dan layanan prioritas 

untuk kelompok rentan, serta 

melakukan diskusi internal untuk 

menyelesaikan masalah. 

b. Sikap pelaksana 

Sikap pelaksana di DPMPTSP 

Kabupaten Semarang juga 

menunjukkan komitmen tinggi dengan 

mengikuti SOP dan menerapkan 

prinsip 5S kepada masyarakat. 

c. Dukungan dari lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik 

Dukungan dari lingkungan sosial 

tampak dari respons positif 

masyarakat, dukungan lingkungan 

ekonomi terlihat dari anggaran yang 

memadai, dan dukungan politik 

muncul dalam bentuk bantuan presiden 

berupa dana usaha untuk masyarakat 

yang memiliki NIB.  

SARAN 

Adapun saran yang direkomendasi 

oleh penulis sebagai masukan yaitu: 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dapat dilakukan melalui pelatihan 

berkala, diklat, dan pembinaan yang 

berfokus pada penggunaan teknologi 



informasi dalam Sistem OSS. Hasil 

akhirnya adalah masyarakat yang lebih 

memahami Sistem OSS dan SDM yang 

lebih terampil dalam mendukung 

kelancaran proses perizinan.  

2. Guna mengatasi verifikasi perizinan yang 

lambat, perlu dilakukan percepatan 

penyusunan SOP bagi dinas-dinas teknis 

untuk memperlancar proses verifikasi 

perizinan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memangkas tahapan penerbitan izin dan 

memastikan bahwa semua SOP disusun 

secara efisien untuk memenuhi standar 

pelayanan. Kebijakan harus mencakup 

pengaturan semua pelayanan dan dinas 

teknis agar layanan dapat diselesaikan di 

satu tempat, yaitu di Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Semarang. 

3. Guna mengatasi kompleksitas proses 

migrasi OSS dan rendahnya tingkat 

perizinan usaha bagi UMKM di Kabupaten 

Semarang, DPMPTSP Kabupaten 

Semarang perlu meningkatkan kegiatan 

sosialisasi di setiap kecamatan dengan 

jadwal yang terencana, yang diadakan 

beberapa kali dalam sebulan sesuai dengan 

permintaan dan prioritas daerah. Selain itu, 

DPMPTSP dapat menyediakan helpdesk 

online serta layanan konsultasi langsung 

selama kegiatan sosialisasi berlangsung, 

sehingga pelaku usaha dapat dengan 

mudah memperoleh panduan dan 

dukungan yang diperlukan 

4. Guna mengatasi ketidaksesuaian dokumen 

dan peraturan yang tidak sinkron, 

DPMPTSP Kabupaten Semarang dapat 

meningkatkan koordinasi dengan dinas 

teknis dan lembaga terkait juga perlu 

memastikan bahwa peraturan dinas teknis 

dan PP No. 5 Tahun 2021 selaras dengan 

melakukan audit dan kajian bersama guna 

menyinkronkan kebijakan sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih dalam 

pelaksanaannya. Untuk mendukung hal ini, 

optimalisasi pelaksanaan program 

pelatihan intensif bagi petugas dinas teknis 

perlu dilakukan, agar petugas dapat segera 

memahami sistem OSS dalam proses 

verifikasi perizinan. 

5. Guna Untuk mengatasi kompleksitas 

proses KKPR, DPMPTSP Kabupaten 

Semarang perlu segera mempercepat 

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) digital dengan memperkuat iklim 

kolaboratif antar pihak yang terlibat dalam 

penyusunan dokumen RDTR. Selain itu, 

percepat pengembangan sistem pendukung 

pelaksanaan OSS dengan melakukan studi 

banding ke Kabupaten Jepara untuk 

mempelajari dan mengadopsi sistem yang 

telah diterapkan di sana. Segera bentuk tim 

khusus untuk melakukan analisis sistem 

Kabupaten Jepara dan integrasikan temuan 

tersebut ke dalam pengembangan sistem 

pendukung OSS. 
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